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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena, vaitu pengguna bebas visa
kunjungan melebihi batas izin tinggal kunjungan dan penyalahgunaan visa [zin tinggal
kunjungan yang diberikan dalam perundang-undangan selama tiga puluh han dan zin
tinggal kunjungan tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi 1zin tinggal
lainnya, maka dari itu perlu di analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Fenomena tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas
Visa Kunjungan, Pasal 4 ayat (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari, (2) lzin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penelitian
ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Palembang. Jenis penelitian ini adalah
Deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan
melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward I11. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Palembang cukup terlaksana dengan baik. Saran yang berkaitan dengan
temuan penelitian ini adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada staf pengawasan
dan menambah fasilitas penunjang kebijakan bebas visa kunjungan, serta menambah
peraturan tentang keharusan pengguna bebas visa kunjungan melapor kepada kantor
imigrasi sehingga memudahkan dalam hal pengawasan.

Kata Kunci: Bebas Visa Kunjungan, TIMPORA, Implementasi, Kantor Imigrasi
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ABSTRACT

This research 1s motivated by the phenomenon that 1s, the visit visa exemption user
exceeds the visit permit and visa misuse imits. A single visit permit granted in legislation
for thirty days and a recidence permit can not be extended or converted into another
recidence permit, therefore 1t 15 necessary to analyze the factors that influence the
implementation of the policy. This phenomenon s regulated n Presidential Regulation
number 21 of 2016 on the Visit Visa Exemption. Article 4 paragraph (1) The recipient of
the Visit Visa Exemption reffered to in Article 3 is granted a stay permit for a maximum
length of stay of 30 (thirty) days, (2) The stay permit as reffered to in section (1) 1s non-
extendable or convertible into another kind of stay permit. This reserch was conducted at
the Immigration Office of Class | TPI Palembang. This type of reserch is descriptive using
qualitative research methods. The type of data used 1s primary data and secondary data,
while data collection techniques are carried out through observation, interviews, and
documentation. This study uses a policy implementation model proposed by George C
Edward I1I. The results of this study indicate that the implementation of the visit
exemption policy at the Immigration Office of Class 1 TPI Palembang 1s quite well
implemented. Suggestions relating to the findings of this study are to provide socializayion
and training to supervisory staff and to add supporting facilities to visit visa exemtion user
policies, as well as to add regulations on the requirement for visit visa exemption users 10
report to the immigration office so that 1t is easier for supervision..
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern, yang
diikuti dengan teknologi yang pesat, serta hubungan antarnegara yang semakin
luas, kemudian hubungan antarnegara tidak lagi tentang politik saja tetapi sudah
diikuti kearah non politik seperti wisata, sosial dan budaya. Indonesia merupakan
negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti bermacam-macam flora dan
fauna, kesenian, dan tempat wisata sehingga membuat Indonesia mempunyai daya
tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung. Setiap warga negara asing
yang berkunjung ke suatu negara, maka setiap warga negara asing harus memiliki
visa untuk bisa masuk ke wilayah suatu negara yang dituju.

Tahun 2011 pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang mengatur
tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau
keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 1 ayat (18) menyebutkan bahwa visa adalah keterangan tertulis yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di
tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia
dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal . Visa merupakan salah satu
dokumen yang dibutuhkan agar seseorang yang berasal dari Negara lain dapat
masuk ke sebuah negara (Pendi, 2016 : 98). Visa terdiri dari empat jenis yakni visa

diplomatik, visa dinas, visa kunjungan dan visa izin tinggal terbatas. Pemerintah



Indonesia telah memberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yang di atur
dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan merupakan kebijakan yang perlu
diimplementasikan dan menjadi salah satu kebijakan yang mampu meningkatkan
perekonomian, daya saing internasional dan mempromosikan Indonesia di mata
dunia seperti dalam sektor wisata, seni dan budaya. Kebijakan ini juga untuk
membangun hubungan, komunikasi yang baik dengan berbagai negara yang ada di
dunia. Jumlah negara yang diberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan di era
Presiden Joko Widodo yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun
2016 tentang Bebas Visa Kunjungan berjumlah 169 negara di seluruh dunia.
Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, negara yang
diberikan Bebas Visa Kunjungan diantaranya adalah Afrika Selatan, Albania,
Aljazair, Amerika Serikat, Andorra, Angola dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados,
Belanda, Belarusia, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan
Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darrusalam, Bulgaria, Burkina Faso,
Burudin, Ceko, Chad, Chili, Denmark, Dominika (persemakmuran), Ekuador, El
Salvador, Estonia, Fiji, Filipina, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Hongkong (SAR), India,
Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada,
Kazkhstan, Kenya, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kiribati, Komoro,
Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia,
Lebanon, Lesotho, Liechtentein, Lithuania, Luksemburg, Macao (SAR),
Madagaskar, Makedonia, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Maroko,

Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Monako, Mongolia, Mozambik,



Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nikaragua, Norwegia, Oman, Palau, Palestina,
Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Perancis, Peru, Polandia,
Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republik Dominika, Romania, Rusia, Rwanda, Saint
Kitts dan Navis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadis, Samoa, San Marino, Sao
Tome dan Principe, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapura, Siprus,
Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss,
Taiwan, Tajikistan, Tahta Suci Vatikan, Tanjung Verde, Tanzania, Thailand, Timor
Leste, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Tiongkok, Uzbekistan, Vanuatu,
Venezuela, Vietnam, Yordania, Yunani, Zambia, Zimbabwe .

Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan
Mahmud Badaruddin Il menggunakan bebas visa kunjungan pada tahun 2018

sebanyak 12.203 wisatawan asing:

Tabel 1.1 : Data Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara periode Januari

sampai Desember 2018

JAN |FEB | MAR | APR | MEI |JUN |JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES

Jumlah

619 | 688 | 881 759 | 618 | 1120 | 1037 | 1841 | 1067 | 1082 | 1139 | 1352

Sumber: Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi
Kelas 1 TPI Palembang

Saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan
perubahan yang lebih baik di sektor perekonomian yang harapannya dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan visi misi
Presiden Joko Widodo, salah satunya diplomasi ekonomi, dalam hal diplomasi
ekonomi, Pemerintah Indonesia memprioritaskan kebijakan yang bermuara kepada
kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya devisa




negara. Maka dari itu untuk mencapai atau meningkatkan perekonomian di
perlukan sesuatu terobosan yang baru dalam hal diplomasi ekonomi yaitu kebijakan
Bebas Visa Kunjungan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa
Kunjungan Pasal 4 mengatakan bahwa :
(1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari .
(2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal
lainnya .
Peraturan tentang bebas visa kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia khususnya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan instansi
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan hukum dan HAM
(dalam Lukito, 2016: 246). Kemenkumham dibantu oleh Kantor Wilayah (Kanwil)
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kanwil mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham dalam wilayah provinsi
berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan Kketentuan peraturan
perundang-undangan. Kemudian, di berbagai daerah dibantu dengan Kantor
Imigrasi salah satunya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Palembang wajib mengawasi
seluruh kegiatan tentang keimigrasian agar tidak ada pelanggaran yang bisa
mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Namun, kebijakan yang di buat oleh
pemerintah tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang
telah ditentukan. Terdapat penyalahgunaan ataupun pelanggaran yang dilakukan
oleh warga negara asing atas kebijakan yang diberikan yaitu Kebijakan Bebas Visa

Kunjungan.



Kebijakan bebas visa kunjungan di

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang

pada tahun 2018, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing

yaitu, sebanyak 5 pelanggaran:

Tabel 1.2 : Tabel Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Tahun 2018

No Nama Jenis Kewarganegaraan Izin Alasan | Pasal Keterangan
Lengkap | Kelamin Tinggal
1.| Siti Perempu | Malaysia Bebas | Oversta | PASA | Pendeportasian
Nurulhud | an (P) Visa y lebih | L 78| pada tgl 07-06-
a Binti Kunjun |dari 60 | AYA | 2018 Via SMB
Romli gan hari T(3) |1  Palembang
AirAsia AK450
2.| Suzali Laki-laki | Malaysia Bebas | Oversta | PASA | Pendeportasian
Bin (L) Visa y lebih | L 78| pada tanggal 05
Jasmani Kunjun | dari 60 | AYA | Desember 2018
gan hari T(3) |Via Batam
Center dengan
Kapal Ferry ke
Pasir  Gudang
Malaysia
3.| Vimal Laki-laki | India Bebas | Penyala | PASA | Pendeportasian
Modavan | (L) Visa hgunaa | L 75| pada tgl 23-12-
k Andy Kunjun | nvisa | AYA | 2018 Via SMB
gan T() |1l Palembang
Jetstar 3K236
4.| Sidanand | Laki-laki | India Bebas | Penyala | PASA | Pendeportasian
a (L) Visa hgunaa | L 75 | pada tgl 23-12-
Basumat Kunjun | nvisa |AYA |2018 Via SMB
ary gan T() [N Palembang
Jetstar 3K236
5.| Budmal | Laki-laki | India Bebas | Penyala | PASA | Pendeportasian
Daimary | (L) Visa hgunaa | L 75| pada tgl 23-12-
Kunjun | nvisa | AYA | 2018 Via SMB
gan T(1) |1l Palembang
Jetstar 3K236

Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan

Palembang

Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI

Berdasarkan tabel tersebut diatas dijelaskan bahwasanya adanya pelanggaran

yang terjadi, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang wisatawan asing asal Malaysia

yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, seperti melebihi batas izin tinggal




kunjungan (overstay) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pasal 4 ayat (1). Orang
asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada
di Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dikenai tindakan administratif keimigrasian
berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 78 ayat (3).

Tidak hanya itu, adapun pelanggaran yang terjadi berupa penyalahgunaan visa.
Wisatawan asing asal India yang berada di Wilayah Indonesia melakukan kegiatan
yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Sehingga pejabat imigrasi
yang berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 75 ayat (1). Tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor
Imigrasi Kelas 1 TP1 Palembang kepada ketiga warga negara India tersebut dengan

mendeportasi atau mengembalikan kepada negara asalnya.

Keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bebas visa
kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Palembang terdapat kendala
sebagaimana disebabkan oleh adanya penyalahgunaan visa tersebut diatas. Dari
temuan tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih
lanjut mengenai Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dengan judul
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR

IMIGRASI KELAS 1 TPI PALEMBANG.”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat
dirumuskan adalah“Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Palembang?”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang
mempengaruhi implementasi kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi

Kelas 1 TPI Palembang .

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumber pemikiran
bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu khususnya jurusan Illmu
Administrasi Publik mengenai Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan
di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Palembang .
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan informasi bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Palembang, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Bebas Visa

Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Palembang .
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